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Abstrak: Perkawinan adalah ikatan perjanjian antar individu manusia untuk membangun bahtera rumah tangga dengan 

tujuan yang bahagia dan kekal sampa akhir hayat hidupnya dalam sebuah pernikahan banyak faktor pendukung 

persamaan, perbedaan, ekonomi,agama status sosial dan lain sebagainya tujuan kami meneliti untuk mengetahui apakah 

di perbolehkan menikah dengan perbedaan agama sesuai dengan hasil metodelogi yang kami cari yaitu sesuai dengan 

perfektif  hukum positif indonesia, hukum agama dan tentang pandagan sosiologi terhadap pernikahan beda agama hasil 

dari riset pencarian yang kami temukan di Indonesia tidak di anjurkan melaksanaka pernikahan beda agama sesuai 

dengan hukum positif nya  di karenakan Indonesia mempunyai peraturan nya tersendiri yang di atur dalam kitab undang-

undang nya di dalam buku KUH perdata sedang kan menurut persfektif hukum agama yang ada di Indonesia tidak di 

perbolehkan menikah beda agama di anggap tidak sah ataupun haram,pandagan sosiologi tentang pernikahan beda 

agama diangap sah saja karna di dalam sebuah ilmu sosial terjadinya sebuah pernikahan karna adanya saling cinta 

mencintai dan tidak mengedepanka agama sebab terjadi nya sebuah cinta karna adanya persamaan dan perbedaan yang 

saling untuk melengkapi dan adanya sikap toleransi sama pasangan agar pernikahan kekal dan bahagia. 

Katakunci: Pro dan Kontra Terhadap Penikahan Beda Agama 

Abstract: Marriage is a bond of agreement between human individuals to build a 

household ship with a happy and eternal goal until the end of their life. In a marriage, 

there are many factors supporting similarities, differences, economics, religion, social 

status and so on. Our aim is to research to find out whether it is permissible to marry 

religious differences are in accordance with the results of the methodology that we are 

looking for, namely in accordance with the perfective Indonesian positive law, religious 

law and sociological views on interfaith marriages. Indonesia has its own regulations 

which are regulated in its law book in the Civil Code, while according to the perspective 

of religious law in Indonesia, marriages from people of different religions are not allowed, 

they are considered invalid or forbidden, the sociological view of marriages between 

different religions is considered valid. Just because in social science a marriage occurs 

because of mutual love and does not prioritize religion because love occurs because there 

are similarities and differences that complement each other and there is an attitude of 

tolerance between partners so that the marriage is eternal and happy.  

Keywords: Pros and Cons of Interfaith Marriage 

 

Pendahuluan 

Perkawinan adalah ikatan perjanjian lahir batin antara kedua belah pihak antara pria 

dan wanita yang saling mengikat janji dan saling mempunyai hak dan kewajiban nya 

masing-masing melaksanakan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang 

harmonis dan bahagia, perkawinan adalah kewajiban bagi sosok pria yang sudah dalam 
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kata dewasa dan matang secara pemikiran dan finasial mengapa perkawinan di wajib kan, 

dikarenakan untuk menyambung garis keturunan agar tidak terputus contoh dalam 

masyarakat adat suku batak sebuah perkawinan untuk menyabung garis keturunan yang 

di sebut marga agar sebuh marga tersebut tidak punah maka di lakukan ya sebuah 

perkaawinan, dalam sebuah perkawinan memiliki peraturan yang harus di ikuti di setiap 

negaranya masing-masing (Aini, 1997; Alexander & Seidman, 1990). Negara Indonesia 

memiliki peraturan pernikahannya tersendiri yaitu yang di bahas dalam kitab undang-

undang hukum perdata. 

Ketika ada suatu peraturan yang tidak di lengkapi maka bisa di katakan pernikahan 

itu bisa batal demi hukum atau pun pernikahan tidak bisa di lanjutkan dulu dan ketika 

semua persyaratan sudah di lengkapi atau pun di ikuti baru pernikahan bisa 

diberlangsungkan ataupun lanjutkan banyak peraturan tentang pernikahan di Indonesia 

yang di bahas dalam buku KUH perdata Indonesia (George, 2012; Perkawinan Tentang 

Beda Agama Kajian Sosiologi bandung, 2007). 

Di Indonesia perkawinan perbedaann agama memiliki banyak pro dan kontranya 

tersendiri yang di atur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 

tidak mengakomodirkan pernikahan beda agama kami akan meneliti secara tiga metode 

yaitu dari hukum positif, hukum islam dan pandagan sosial tentang pernikahan perbedaan 

agama (Hadiwardoyo perkawinan menurut islam dan Yogyakarta, n.d.; Konfersi Wali 

gereja 2006 kitab hukum kanonik Yogyakarta konfersi wali gereja, 2006). 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

normatif secara yuridis. Metode penelitian normatif secara yuridis adalah metode 

penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang 

berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Metode penelitian ini cocok 

digunakan untuk menganalisis pernikahan beda agama tentang pandangan hukum positif 

agama dan sosiologi, karena pernikahan beda agama merupakan fenomena sosial yang 

berkaitan dengan norma-norma hukum agama dan hukum negara. 

Hasil dan Pembahasan 

Perkawinan menurut undang undang di di Indonesia yang di atur dalam UU 

perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antar sang suami dan istri 

yang mengandung unsur hukum yaitu perjanjian yang saling mengikat kan diri masing- 

masing kepada hukum dimana dalam arti sebuah perkawinan tidak hanya perjanjian antara 

2 belah pihak saja antar pria dan wanita namun juga mengikat kan diri kepada masyarakat 

(Di rektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat jendral Pembina Agama Islam 

DEPAG, n.d.; Tinjaua hukum terhadap perkawinan di bawah tangan, n.d.; Jawad, 2020). 

Di Indonesia perkawinan merupakan aspek dalam kesosialan yang diatur dalam 

KUH per Indonesia memiliki tiga aspek yaitu (1) Aspek yuridis karena di dalamnya 

melahirkan ikatan atau pun perjanjian antara hubungan sang suami dan istri, (2) Aspek 

social yaitu di mana pernikahan adalah mengikat kan diri, orang lain dan masyarakat, (3) 

Aspek religius yaitu dengan ada nya tujuan berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagai 
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dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia (Crespin-Boucaud, 2020; 

Niekerk, 2018). 

Sah nya suatu perkawinan di atur dalam undang-undang perkawinan pasal 2 yang 

mana (1) Perkawinan sah apabila di lakukan menurut hukum dan agama masing-masing 

mempelai pria dan wanita, (2) Setiap adanya perkawina di catat dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, (3) Dan antara lain ketika sudah cukup umur seprang 

pria di perbolehkan menikah ketika usia 19 tahun jika belum di perbolehkan dengan alasan 

tertentu (Kurttekin, 2020; Nasir, 2020; Suhasti, 2018). 

Di Indonesia apakah boleh melakukan pernikahan beda agama,pernikahan beda 

agama di Indonesia tidak di sahkan di karenakan ada nya syarat sah nya suatu pernikahan 

harus menurut hukum dan agama nya masing-masing dan di perboleh kan ketika kedua 

mempelai pria dan wanita sudah mengambil izin dari ke KUA ( kantor urusan agama ) dan 

mempelai harus membuat keputusan untuk mengikuti hukum perdata sipil atau hukum 

agama jika mempelai mengambil keputusan hukum agama maka pernikahan di mata 

hukum tidak di perbolehkan atau di anggap tiddak sah atau pun haram (Wahyuni, 2022).  

Dan apabila mempelai yang mengambil keputusan dengan mengikuti hukum 

perdata sipil maka pernikahan di perboleh kan dengan pertangung jawaban pasangan 

memiliki, hak dan kewajiban nya masing-masing contoh dalam hak asuh, hak waris dan 

hak kewajiban menafkahi (Jauhari, 2020; Verma, 2018). Indonesia memiliki hukum perdata 

yang memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua individu atau masyarakat 

nya tanpa memandang status agama yang di anutnya dalam sebuah pernikahan beda 

agama banyak faktor problematika yang harus dihadapi dengan harus di pikirkan secara 

matang-matang contoh permasalah memilih agama sang anak.dan hak waris ketika sang 

anak berusia 17 tahun dia akan resmi memilih agama yang akan dianutnya masyarakat 

Indonesia memiliki hak atas beragama yang sesuai dengan pacasila sila pertama yaitu 

ketuhanan yang maha esa (Farid, 2022; Kadir, 2023; Koschorke, 2019). 

Di dalam hukum islam pernikahan beda agama di angap tidak sah ataupun haram 

yang sesuai dengan ayat-ayat nya dalam kitab suci alquran QS. AL-Baqarah ayat 221 

sebagaimana di jelaskan dan jangan lah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum 

mereka beriman kepada tuhanmu. 

Wanita-wanita yang haram untuk di nikahi yaitu di sebut sebagai berikut: Az-zawaj 

bi al-kitabiyat, az-zawaj bi al-musyrikat atau az-zawaj bi ghair al muslimah sebagai mana 

arti nya (perkawinan dengan wanita-wanita ahli kitab yaitu perkawinan dengan wanita-

wanita yahudi dan nasrani, perkawinan dengan orang musyrik) ulama-ulama sepakat 

seorang pria muslim di haram kan menikah dengan wanita musrik atau pun sebaliknya. 

Sebagaimana yang di sebutkan sesuai dengan ayat QS Al Baqarah (2) 221 sebagaimana: Dan 

janganlah kamu nikahi wanita musrik, sebelum dia beriman (Owoahene-Acheampong, 

2020; Rosidah, 2023). Sesunguh nya hamba perempuan yang beriman lebih baik dari pada 

perempuan yang musyrik, meskipun menarik hatimu dan jangan lah kau nikahi pria yang 

musyrik dengan wanita yang beriman, meski pun dia menarik di hatimu sebelum mereka 
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beriman. mereka mengajakmu ke neraka sedangkan tuhan mu mengajak ke surga dengan 

ampunan se izin tuhanmu menerangkan ayat-ayat nya sebagai mana di kitab-kitabnya. 

Banyak agama yang melarangkan pernikahan beda agama di indoneia sendiri ada 6 

agama yang di akui secara sah yaitu Islam, Kristen, Buddha, Khatolik, Hindu dan Khong 

hucu. Dan diagama Islam menyatakan haram dan zina bagi mu menikahi wanita yang 

belum menyebah tuhan mu. sesuai dengan ayat-ayat yang ada di kitab suci nya (Jatmiko, 

2022). Di agama Nasrani atau pun Kristen sangatlah di tentang dengan menyatakan di 

alkitab nya d kamu boleh mencatai dia tapi kamu tidak boleh merebutnya dari tuhan nya. 

Di agama Khatolik memang tidak melarang pernikahan beda agama namun agama khatolik 

menyarankan lebih menganjurkan sebaiknya kamu menikah dengan satu agama mu dan 

tuhanmu (Hamim, 2022). Di masyarakat agama Hindu di Indonesia tidak mengenal yang 

nama nya pernikahan perbedaan agama perkawinan beda agama memang di kenal di 

masyarakat hindu India tapi tidak berlaku untuk di Indonesia. Dan di agama Khong hucu 

juga menyebutkan bahwa tidak di perbolehkan kamu menikah dengan pria ataupun wanita 

yang berbeda keyakinan nya dengan mu sebab itu peneguhanmu kepada tuhanmu (Elmali-

Karakaya, 2022). Maka dari itu tidak ada hukum agama yang memperbolehkan pernikahan 

beda agama karena itu sangat tabu dalam kalangan pemuka agama di indonesia ketika 

adanya pernikahan beda agama maka harus ada salah satu dari mempelai pria ataupun 

wanita yang harus rela meningalkan agama nya umtuk melangsungkan pernikahan. 

Pernikahan adalah bersatunya seorang individu dengan individu lain nya sehingga 

membentuk suatu kerja sama antara individu, sehingga terjadi nya sebuah kelompok atau 

organisasi pada dasar nya manusia saling membutuhkan satu sama lain atau sering di sebut 

sebagai makhluk sosial (zoon politikon) yang mana di kemukaan oleh Aristoteles (Mutakin, 

2021). Tujuan dari suatu pernikahan tidak lain untuk membangun suatu keluarga yang 

bahagia ketika ingin membangun keluarga yang bahagia banyak faktor –faktor pendukung 

mulai dari kesamaan hingga perbedaan (Lifshitz, 2019; Sian, 2021). 

Menurut ilmu sosiologi pernikahan suatu bayangan yang paling komplit dari 

manusia dianggap harus ada semacam persatuan antara yang berbeda itu maka pernikahan 

jadi semacam komposif kimia yang paling lengkap pada manusia konsekuensinya kalau 

dia tidak boleh cacat. fakta nya perceraian masih banyak yang terjadi dii Indonesia maupun 

di dunia. pernikahan itu indah sebagai molekul kimia perkawinan tapi buruk sebagai fakta 

karna masih banyak yang berantakan (Sant-Cassia, 2018). Dan jadi daya kohensi di dalam 

molekul yang di sebut perkawinan tidak cukup kuat untuk mempertahan kan keindahan 

nya dan tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi bahkan di dunia. Untuk membangun 

suatu pernikahan yang indah tidak lain dari saling toleransi, saling melindungi, saling 

menyayangi dan selalu inggin membahagiakan. 

Bagaimana pandangan masyarakat jika terjadinya pernikahan beda agama dalam 

presfektif sosiologi?  Banyak pandagan masrakat tidak lain dari penilaian dari orang yang 

merupakan hukum sosial pada dasar nya terjadinya pernikahan karna ada nya faktor cinta 

dan mencintai itu dia mengapa banyak dalam setiap orang yang inggin menikah beda 

agama melangsungkan pernikahan di negeri yang memperboleh kan pernikahan beda 
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agama contoh di negara singgapura memperboleh kan pernikahan beda agama secara hasil 

yang kami teliti apakah boleh melangsungkan pernenikah peda agama untuk perpektif 

hukum positif ada negara yang memperbolehkan dan banyak negara yag tidak 

memperbolehkan dari pandagan hukum agama tidak di perbolehkan sesuai dengan agama-

agama yang ada di Indonesia. 

Dari presfektif ilmu sosiologi. Apakah bolehkan melangsugkan pernikahan beda 

agama? Dari persfektif ilmu sosiologi di perbolekan karna terjadi ya suatu pernikahan atas 

dasar cinta dan mencintai untuk membuat faktor suatu pernikahan yang indah karena 

syarat utama dalam sebuah pernikahan dalam persfektif ilmu sosiologi adalah moral dan 

memperhatikan dan memahami satu sama lain. 

Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu pernikahan adalah keluarga, 

kelompok primer, dan media. Teori emosional manusia untuk mencari pasangan hidup 

yang mana antara lain yaitu; (1) Teori insting yang mempunyai landasan pemikiran dalam 

memilih pasangan tidak melalui proses panjang di antara lain ketika memiliki kecocokan 

dalam sebuah pertemuan, (2) Teori hemogami yang mempuyai landasan pemikiran bahwaa 

setiap pasangan memilih pasangan dengan banyak nya kesamaan atas dasar status sosial 

ekonomi agama dsb, (3) Teori heterogami yang mempunyai landasan pemikiran dalam 

mencari pasangan tidak mendahulukan persamaan ataupun kecocokan melain kan karna 

adanya faktor perbedaan untuk saling bisa melengkapi (Eckland), (4) Teori pertukaran 

untuk sebuah hubungan yang kelangengan maka di lihat dari pengorbanan yang di berikan 

dan keuntungan (Lamana), (5) Teori reis-wheel cinta berkembang dari empat proses yaitu 

ketertarikan,membuka diri ketergantungan dan bertumbuhnya cinta. 

Simpulan 

Kesimpulan yang bisa di ambil dengan mencari sumber dari penelitian secara 

kualitatif,kuantitatif,dan survei tenang pernikahan beda agama sesuai dengan hukum 

positif di Indonesia,hukum agama dan pandagan sosiologi tentang pernikahan beda agama 

degan langakah-langkah data yang kami cari dari media masa dan internet dan hasil 

bediskusi hasil analisis kami tentang pernikahan beda agama sesuai dengan 3 metode yang 

kami cari sesuai dengan hukum positif,hukum agama dan pandagan sosial di Indonesia 

melakukam pernikahan beda agama tidak di anjurkan degan majelis ulama indonesia 

secara dari pernikahan harus meninta isi dari suatu instanti yaitu kantor urusan agama 

yang mana di sebut dengan KUA dan PCS (pegawai catatan sipil) secara dari hukum agama 

di anggap tidak sah di karenakan agama melarang untuk melaksanakan pernikahan 

perbedaan agama sesuai dengan ayat-ayat nya yang di kitab suci kami meneliti dengan 6 

agama yang ada di Indonesia dan pandagan sosiologi tentang pernikahan beda agama di 

anggap sah saja karena dalam suatu terjadi nya pernikahan adanya cinta dengan mencintai 

dan adanya sikap toleransi. 
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